SALINAN

WALIKOTA MATARAM

PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : { TAHUN 2014

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip secara efektif
dan efisien guna mendukung penyelenggaraan
administrasi pemerintahan daerah yang tertib, akurat
dan akuntabel, perlu dilaksanakan penyusutan arsip
secara terencana, terarah dan berkesinambungan,;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional
Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012
tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai
Negeri Sipil dan Pejabat Negara dipandang perlu adanya
Petunjuk Pelaksanaannya;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Mataram tentang Jadwal Retensi
Arsip Kepegawaian Pemerintah Kota Mataram.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);




. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1
Seri D);

. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram
Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5
Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah
Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat
Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram
Tahun 2011 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor
9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah
Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun
2013 Nomor 2 Seri D);




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG JADWAL
RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KOTA
MATARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

i

10.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kota Mataram.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.

. Walikota adalah Walikota Mataram.

. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota

Mataram.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya di singkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Mataram.

. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam

berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional
pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak
tergantikan apabila rusak atau hilang.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya
tinggi dan/atau terus menerus.

Arsip inaktif = adalah arsip yang frekuensi
penggunaannya telah menurun.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta
arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah
habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan
yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun
tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
dan/atau lembaga kearsipan.

Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki
fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan
arsip statis dan pembinaan kearsipan.

Arsip Daerah Kabupaten/Kota adalah lembaga
kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah
yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang
kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang
berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Unit Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,
tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip
dinamis.

Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah
arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip
di lingkungannya.

Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan kearsipan.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA
adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka
waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan
suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman
penyusutan dan penyelamatan arsip.

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah
arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit
pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang
tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis
kepada lembaga kearsipan.

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan
meliputi  kebijakan, pembinaan kearsipan dan
pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan
nasional yang didukung oleh sumber daya manusia,
prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya.
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23.

24.

Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian
arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis
meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan,
serta penyusutan arsip.

Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA
adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna
kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung
maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan

dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada
publik.

Panitia Penilai Arsip adalah kepanitian yang berwenang
menilai apakah daftar arsip yang diusulkan musnah

masih memiliki nilai guna atau tidak baik dari aspek
fungsi dan substansi informasinya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Retensi Arsip Kota Mataram, meliputi :
a. Jadwal Retensi Arsip;
b. Penyusutan Arsip.

BAB III
KEBIJAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 3

(1) Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah menganut

asas sentralisasi dalam kebijaksanaan dan
desentralisasi dalam pelaksanaan.

(2) Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah menjadi

pedoman dalam penyusutan arsip di lingkungan
Pemerintah Kota Mataram.

(3) Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan
Walikota ini.

Pasal 4

Arsip yang masih diperlukan dalam pelaksanaan tugas,
retensinya dapat diperpanjang oleh Unit Pencipta
Arsip/SKPD sesuai dengan kebutuhan setelah terlebih
dahulu mendapat persetujuan pimpinan Unit Pencipta Arsip.




BAB IV
PELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 5

Pelaksanaan penyusutan arsip di Lingkup Pemerintah
Daerah dilaksanakan oleh unit-unit kearsipan pada
tiap-tiap SKPD sesuai dengan susunan organisasi yang
berlaku.

Unit kearsipan pada tiap-tiap SKPD mengkoordinasikan
pelaksanaan penyusutan arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Ketentuan pelaksanaan penyusutan arsip di Lingkup
Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam
lampiran II Peraturan Walikota ini.

Ketentuan pemindahan arsip sebagai  bagian
pelaksanaan penyusutan arsip harus disertai dengan
berita acara pemindahan arsip inaktif dan daftar arsip
yang akan dipindahkan sebagaimana tercantum dalam
lampiran III dan lampiran IV Peraturan Walikota ini.
Ketentuan  pemusnahan  arsip sebagai bagian
pelaksanaan penyusutan arsip harus disertai dengan
berita acara pemusnahan arsip dan daftar arsip yang
akan dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam
lampiran V dan lampiran VI Peraturan Walikota ini.
Ketentuan penyerahan arsip sebagai bagian
pelaksanaan penyusutan arsip harus disertai dengan
berita acara penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional
dan daftar arsip yang akan diserahkan sebagaimana
tercantum dalam lampiran VII dan lampiran VIII
Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Walikota melalui Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kota Mataram sebagai lembaga kearsipan di
lingkup Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan
pembinaan penyusutan arsip meliputi penyempurnaan
dan pengembangan sistem, pembinaan pegawai
pelaksana penyusutan, pendampingan dan pengawasan
pelaksanaan penyusutan.

Setiap Unit Pencipta Arsip di lingkup Pemerintah Kota
Mataram wajib melaksanakan penyusutan arsip
terencana.




Pasal 7

(I) Untuk kegiatan pemusnahan arsip di unit kerja/SKPD
dilakukan oleh Panitia Penilai Arsip yang diatur dengan
Keputusan Walikota.

(2) Adapun unsur dan susunan Panitia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Unsur Panitia Penilai Arsip :
1. Sekretaris Daerah;
2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Mataram (dua orang);
3. Bagian Hukum (satu orang); dan
4.SKPD atau wunit kerja yang mengajukan
pemusnahan arsip (dua orang).
b. Susunan Panitia Penilai Arsip :
1. Ketua Penilai;
2. Sekretaris Penilai; dan
3. Anggota Penilai.

BAB V

PEMBIAYAAN
Pasal 8

Semua biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan
penyusutan arsip berdasar Jadwal Retensi Arsip dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka
Peraturan Walikota Mataram Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Mataram (Berita
Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur pada peraturan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.




BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal ¢ ggpef ?0/1(

mf WALIKOTA MATARAM,(AY
J H. AHYA DUH
Diundangkan di Mataram

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM ,’(_

H. L/ MAKMUR SAID
BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 NOMOR
Dalinan sesuai dengan aslinva
KEPALA BAGIAN HUKLIM,
TTD

MANSUE, =H., MH
NIF. 1970123120021 21035
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II.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR
TANGGAL

PELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIP
PEMERINTAH KOTA MATARAM

Pendahuluan

Tata kearsipan dinamis mencakup kegiatan penciptaan, penggunaan dan
pemeliharaan, serta penyusutan arsip, sebagai sub sistem-sub sistem
dalam sistem kearsipan. Untuk kegiatan pengurusan surat dan penataan
berkas telah disusun pedomannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata
Kearsipan Di Lingkungan ‘Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah. Pedoman ini khusus mengatur tentang penyusutan arsip sebagai
salah satu sub sistem dari tata kearsipan dinamis yang merupakan tahap
terakhir dalam proses tata kearsipan diatur tersendiri sesuai ketentuan
dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2012. Oleh karena itu perlu ditetapkan Jadwal Retensi Arsip
Pemerintah Kota Mataram. Dengan adanya Jadwal Retensi Arsip
Pemerintah Kota Mataram diharapkan pelaksanaan penyusutan arsip akan
berjalan lancar.

Bentuk dan Susunan Jadwal Retensi Arsip

Secara garis besar Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Mataram
terkandung unsur : .

1. Masalah, yang pada dasarnya adalah merupakan cerminan berkas
atau jenis/seri arsip yang ada didalam organisasi dalam lingkup
Pemerintah Kota Mataram, baik berkas yang mencerminkan tugas
operasional maupun tugas penunjang

2. Rincian masalah, sebagai penjabaran masalah.

3. Retensi, yang merupakan jangka waktu penyimpanan arsip baik
pada waktu masa aktif maupun inaktif yang dituangkan dalam
pernyataan dan angka.

4. Keterangan, yang berisi pernyataan musnah, dinilai kembali dan
permanen.

Tata Cara Penvusutan Arsip

Penyusutan Arsip sebagai kegiatan untuk mengurangi volume arsip dari
tempat penyimpanannya dapat dilaksanakan baik dengan cara
pemindahan, pemusnahan maupun penyerahan arsip statis ke Arsip
Nasional Republik Indonesia.




A. Pemindahan Arsip

Arsip yang berada di unit pengolah setelah habis masa retensinya,
harus segera dipindahkan ke unit kearsipan, dengan tata cara
sebagai berikut :

1.

o

Tata Usaha Unit Pengolah mengadakan penelitian untuk
menentukan arsip yang sudah mencapai masa inaktif.

. Memisah-misahkan arsip yang dapat dimusnahkan dan yang

akan dipindahkan ke Unit Kearsipan.
Menata arsip inaktif yang akan dipindahkan ke Unit Kearsipan.

. Unit Pengolah sekurang-kurangnya enam bulan sekali

memindahkan arsip inaktif ke Unit Kearsipan.

Pemindahan arsip dilaksanakan dengan berita acara pemindahan
arsip disertai daftar arsip yang dipindahkan rangkap 2 (dua) dengan
menggunakan bentuk formulir lampiran III dan IV dengan rincian :

1.
2

Lembar I untuk unit kerja yang menyerahkan.
Lembar II untuk unit kearsipan.

B. Pemusnahan Arsip

1.

Pemusnahan arsip di Unit Pengolah.

Langkah-langkah pemusnahannya sebagai berikut :

a) Membuat Daftar Arsip yang akan dimusnahkan.

b) Menyampaikan daftar tersebut kepada pimpinan untuk
memperoleh persetujuan.

c) Setelah mendapat persetujuan dilakukan pemusnahan
terhadap arsip. tersebut dengan membuat berita acara dan
daftar arsip rangkap 2 (dua) :

1) Lembar pertama untuk unit pengolah.
2) Lembar kedua untuk unit kearsipan.

d) Pemusnahan arsip di Unit Pengolah dilaksanakan sekurang-

kurangnya enam bulan sekali.

. Pemusnahan arsip di Unit Kearsipan.

Pemusnahan arsip yang retensinya kurang dari 10 tahun yang

tidak harus dinilai kembali, dilaksanakan sebagai berikut :

a) Membuat daftar arsip yang akan dimusnahkan.

b) Menyampaikan daftar tersebut kepada Sekretaris Daerah
untuk mendapat persetujuan pemusnahan.

c) Setelah mendapat persetujuan, dilakukan pemusnahan
terhadap arsip tersebut dengan membuat berita acara dan
daftar arsip rangkap 2 (dua) :

1) Lembar pertama untuk unit Kearsipan.
2) Lembar kedua untuk Arsip Nasional.

d) Pemusnahan arsip di Unit Kearsipan untuk arsip yang
retensinya kurang dari 10 tahun dan tidak harus dinilai
kembali, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.

o




3. Pemusnahan arsip yang retensinya kurang dari 10 tahun yang
harus dinilai kembali dan 10 tahun atau lebih dilaksanakan
sebagai berikut :

a)

b)

Membuat daftar arsip yang akan dimusnahkan.

Menyampaikan daftar tersebut kepada Panitia Penilai Arsip
yang susunan keanggotaannya seperti terlampir ( lampiran VI) -
untuk diadakan penilaian.

Apabila dalam penilaian berdasarkan daftar yang disampaikan
ternyata Panitia Penilai Arsip menganggap perlu, maka panitia
dapat meminta arsip fisiknya untuk diteliti secara langsung.

Panitia Penilai wajib memberikan pertimbangan dapat atau
tidaknya suatu arsip dimusnahkan.

Arsip yang akan dimusnahkan terlebih dahulu diusulkan ke
Arsip Nasional untuk mendapatkan persetujuan melalui
Kementerian Dalam Negeri.

Setelah mendapat persetujuan dari Kepala arsip Nasional,
maka pimpinan yang bertanggung jawab atas arsip tersebut
melakukan pemusnahan dengan disaksikan oleh pejabat dari
Bidang Hukum/Perundang-undangan dan atau Bidang
Pengawasan.

Setiap Pemusnahan harus dibuat berita acara pemusnahan
arsip dan daftar arsip yang dimusnahkan (lihat lampiran V
dan VI).
Berita Acara tersebut dibuat rangkap 5 (lima) :

1) Lembar pertama untuk Unit Kearsipan.

2) Lembar kedua untuk Unit Bidang Hukum.

3) Lembar ketiga untuk Unit Bidang Pengawasan.

4) Lembar keempat untuk Arsip Nasional.

5) Lembar kelima untuk Instansi terkait.

Pemusnahan arsip yang retensinya kurang dari 10 tahun yang
harus dinilai kembali dan 10 tahun atau lebih ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri untuk Tingkat Pusat, Gubernur untuk
Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota untuk Daerah Tingkat
I

1) Untuk Arsip Kepegawaian yang akan dimusnahkan
sebelumnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan
BKN. Pemusnahan Arsip Kepegawaian dibuatkan Berita
Acara dan daftar arsipnya masing-masing 7 (tujuh)
rangkap, dengan ketentuan :

a) Lembar pertama untuk Unit Kearsipan.
b) Lembar kedua untuk Unit Bidang Kepegawaian.
c) Lembar ketiga untuk Unit Bidang Hukum.

(OS]




d) Lembar keempat untuk Unit Bidang Pengawasan.
e) Lembar kelima untuk BKN.

f) Lembar keenam untuk Arsip Nasional.

g) Lembar ketujuh untuk Instansi terkait.

2) Untuk Arsip Keuangan yang akan dimusnahkan,
sebelumnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan
Badan Pemeriksa Keuangan. Bagi pemusnahan arsip
keuangan dibuatkan Berita acara dan Daftar Arsipnya
masing-masing 7 (tujuh) rangkap :

a) Lembar pertama untuk Unit Kearsipan.
b) Lembar kedua untuk Unit Bidang Keuangan.

) Lembar ketiga untuk Unit Bidang Hukum.

) Lembar keempat untuk Unit Bidang Pengawasan.

) Lembar kelima untuk BPK.

f) Lembar keenam untuk Arsip Nasional.

g) Lembar ketujuh untuk Instansi terkait.

0,0

D

Pemusnahan arsip di Unit Kearsipan dilaksanakan
sekurang-kurangnya 3 tahun sekali.

C. Penvyerahan Arsip

Penyerahan arsip dari Pemerintah Daerah Tk. II ke Arsip Nasional,
dilaksanakan oleh Unit Kearsipan sekurang-kurangnya satu kali
dalam 10 tahun. Arsip yang diserahkan adalah arsip statis.
Penyerahan arsip dilaksanakan dengan membuat Berita Acara
disertai dengan Daftar Arsip.
Berita Acara beserta daftar arsip tersebut masing-masing dibuat
rangkap 2 (dua) :

1. Lembar Pertama untuk Unit Kearsipan.

2. Lembar Kedua untuk Arsip Nasional.
Berita Acara tersebut ditanda-tangani oleh Walikota Mataram
sebagai Kepala Daerah Tk II dan Pejabat dari Arsip Nasional (lihat
lampiran VII dan VIII). '

a* WALIKOTA MATARAM QY

,.,,(H. AHYAR ABDUH




LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR
TANGGAL

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF
NOITAOT S . . onenrimons s sumaanmmms « s 556

Pada hari ini PEIEEAl ... .comiesime: s smmmh bulan
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Jabatan
NIP

Dalam hal ini bertindak atas natha Unit Pengolah .. .o covmmmmsnsivinmmivnmsnsss s svvommnios
et o & s SN S § 5 SBRSE & S SNBSS § 4 8 AR , yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU :

Nama
Jabatan
NIP

Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Unit Kearsipan yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA :
Menyatakan telah mengadakan serah terima arsip-arsip yang dipindahkan
seperti tercantum dalam daftar terlampir untuk disimpan di Pusat Penyimpanan
Arsip.
Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing :
1. Lembar PERTAMA, untuk Unit Pengolah.
2. Lembar KEDUA, untuk Unit Kearsipan.

Diterima tanggal ........ccoevviiiiiies 20......
PIHAK KEDUA ' PIHAK KESATU
Kepala Unit Kearsipan Kepala Unit Pengolah

O:S WALIKOTA MATARAM,Qu

+£ H. AHYAR ABDUH
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LAMPIRANV : PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR
TANGGAL

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

J\[0} s o} o S
Pada hari ini tanggal ........c....c.ee. o161 (- 1 s NP, tahun............oooeeee , yang
bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram
NG IO %, G »s siompmrs o s semmiserisn S y . EANEBAL  oesassssmmemmns s sonmmmees , dan Surat Tugas
NGIOE . - s 453 55,0300 3 s s st s telah melakukan pemusnahan arsip-arsip yang

tercantum dalam daftar terlampir dengan cara *) :

a. Penghancuran;
b. Pembakaran; dan
c. Peleburan secara kimiawi.

MALATATIT, oo svmnmnmmes s smmpamass s sy snenms DO s
SAKSI-SAKSI PANITIA PEMUSNAHAN ARSIP
.............................. PR A, | e i v s e b ts s s
Bagian Hukum Ketua
I N S, oo e oopicenials )
Sekretaris
P S P — (AT PtV ) O e s e s O e o )
Inspektorat Anggota
C: TP . (R e )
Anggota
B« ncae s § SRR SRS 5 (A )
Anggota

*) : Coret yang tidak perlu.

q\{ WALIKOTA MATARAM¢Z,

~«{_H. AHYAR ARDUH
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LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR
TANGGAL
BERITA ACARA
PENYERAHAN ARSIP STATIS KE ARSIP NASIONAL
J\\[e) s s e} S
Pada hati I01 wosssemsmssss somemmossss s tanggal ......cooiiiiiiiin BALAE ... .ot s i
tahUN o
1. Nama

Jabatan
NIP

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Pemerintah Kota Mataram yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama
Jabatan
NIP

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Arsip Nasional Republik
Indonesia dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan telah mengadakan serah terima arsip statis tercantum dalam
daftar terlampir untuk disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Yang menerima _ Yang menyerahkan

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
A.n. Kepala Arsip Nasional

Republik Indonesia,

'"?f WALIKOTA MATARAM, Q4

~A H. AHYARWBDUH
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